
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dayaku Raja,
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka
perlu ditindaklanjuti dengan Uraian Tugas Pejabat
Struktural pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Dayaku Raja :

b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dayaku
Raja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
sehingga pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan
efisien,

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Pejabat
Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit
Umum Daerah Dayaku Raja Dinas Kesehatan Kabupaten
Kutai Kartanegara,

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia,

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1959
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953)
sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820):

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094

1



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286):

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844),

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144: Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063):

8.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 153:
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547):
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),



Menetapkan :

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban
Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT
STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAYAKU RAJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena
kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri
Sipil di Dacrah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan
dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Kutai Kartanegara,

3.

Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas
Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah:

4.

Sekretaris adalah Pejabat yang memimpin kesekretariatan
pada Dinas Kesehatan,

5.

Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang
pada Dinas Kesehatan,

6.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Dayaku Raja, yang selanjutnya disingkat UPT RSUD
Dayaku Raja, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada
Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan,

7.

Kepala Unit Pelaksana Tugas RSUD Dayaku Raja adalah
Pejabat yang memimpin RSUD Dayaku Raja:

8.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, selanjutnya disingkat
Kasubag TU-UPT, adalah Pejabat yang memimpin Sub
Bagian Tata Usaha UPT pada Dinas Kesehatan,

9.

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas
tercantum dalan susunan organisasi yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan,
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebut
LAKIP adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBD:
Penetapan Kinerja disingkat TAPKIN adalah keluaran/
hasil dari kegiatan /program yang hendak dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur,
Rencana Strategis disingkat RENSTRA adalah dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode
5 (lima) tahun,
Rencana Kerja disingkat RENJA adalah dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode
1 (satu) tahun:
Laporan Pajak-pajak Pribadi disingkat LP2P:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disingkat LKPJ:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disingkat
LPPD,
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disingkat LKPD:



BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) UPT RSUD Dayaku Raja merupakan unit pelaksana teknis
dinas kesehatan yang melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di
bidang kesehatan dan berkedudukan di Kecamatan Kota
Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) UPT RSUD Dayaku Raja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai
tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Kesehatan secara
berjenjang.

Pasal 3

UPT RSUD Dayaku Raja mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau teknis penunjang khususnya
melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan dibidang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, UPT RSUD Dayaku Raja mempunyai
fungsi meliputi :

a. mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan lain yang erat hubungannya dalam
menunjang kelancaran tugas UPT:

b.menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan
pengkoordinasian pengembangan kapasitas kegiatan
operasional UPT sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing:

c. membina dan membimbing upaya peningkatan
produktifitas kerja dalam peningkatan pelatihan terhadap
unsur aparatur dan juga masyarakat serta mengevaluasi
hasil kerja bawahan sekaligus pemberian informasi, saran
dan pertimbangan kebijakan sebagian kegiatan operasional
teknis dan/atau teknis tertentu untuk dijadikan bahan
pertimbangan dan keputusan Kepala Dinas,

d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
dilimpahkan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.



BAB Il
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT RSUD Dayaku Raja, terdiri dari :

a.

b.

Cc.

Kepala UPT,
Sub Bagian Tata Usaha:dan
Kelompok Jabatan Fungsional:

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT meliputi :

a.

b.

memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina
seluruh kegiatan UPT sesuai tugas pokok dan fungsinya:
membantu, mengkolsultasikan serta melaporkan seluruh
kegiatan UPT kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang
yang terkait,

. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:

. merencanakan kegiatan, melaksanakan kerjasama dand.
berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya,
merencanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan
anggaran/keuangan UPT meliputi urusan perbendaharaan,
akuntansi, verifikasi, tuntutan ganti rugi tindak lanjut LHP,
penyusunan laporan keuangan dan Sistim Pengawasan
Internal:

e.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan LAKIP UPT
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

£

. merencanakan kegiatan , menghimpun dan menyampaikang
bahan laporan penyusunan LKPJ,LPPD,LKPD setiap akhir
tahun ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas:

. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik danh.
kebijakan operasional UPT Dinas Kesehatan :dan
melaksanakan dan melaporkan hasil tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan,

1.



Pasal 7

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

a. membantu, mengkonsultasikan serta melaporkan seluruh
kegiatan UPT kepada Kepala UPT,

b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan,

c. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Sistem
Informasi UPT,

d. merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi
kegiatan sekretariat UPT yang meliputi urusan umum dan
Kepegawaian, Keuangan dan Penyusunan Program sesuai
dengan ketentuan yang berlaku:

e. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan LAKIP UPT
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

f. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan
aset UPT:dan

g. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan
bahan penyusunan LKPD LKPJ dan LPPD setiap akhir
tahun ke Kepala UPT,

h. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan anggaran/
keuangan UPT meliputi urusan perbendaharaan
akuntansi, verifikasi tuntutan ganti rugi tindak lanjut
LHP,penyusunan laporan keuangan dan Sistim Pengawasan
Internal:dan

i. melaksanakan dan melaporkan hasil tugas kedinasan yang
diberikan oleh atasan:

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai
dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan
fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan
dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT RSUD
Dayaku Raja dikoordinasikan oleh Kasubag TU-UPT yang
ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul
Kepala UPT dan Kepala Dinas.



(3) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
kepala UPT.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(S5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Juni 2014

BUPATIKUTAI KARTANEGARA,

RITAWIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEG A

Drs. EDI DAMANSYAH,M.Si
NIP. 19650302 199403/1 O11

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 19


